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ABSTRACT 
 
 
One of the biggest contributors to Local Revenue  (PAD) of Sambas District 
is a local tax. Hotel tax is one of several local taxes that have a huge potential to 
increase regional revenue Sambas District. However, the enormous potential that 
can not be optimized by the local government. This study aimed to analyze the 
effectiveness of hotel tax as a source of Local Revenue (PAD) of Sambas District. 
The purpose of this study was to determine and analyze the amount of tax 
potential in Sambas, the level of effectiveness of tax capacity (tax-capacity) hotel in 
Sambas district that corresponds to the real potential of the hotel tax to increase 
tax revenues hotel, and the factors that affect the acceptance hotel tax in Sambas 
district. 
This research is descriptive quantitative and qualitative approaches. 
Quantitative methods are used to calculate the tax potential and tax effectiveness. 
While qualitative methods are used for technical analysis of SWOT. The population 
in this study is the number of hotels and inns, guesthouses and other 
accommodation in the district of Sambas 2012-2016. The data used is secondary 
data and primary data. 
The results of this study indicate that the Sambas District has the potential 
very large hotel tax and increasing every year. However, local authorities have not 
been able to optimize this potential, so the hotel tax revenue is not in accordance 
with the real situation. The results also show that tax collection in Sambas district 
is not effective because the results averaged below one hundred percent. However, 
the level of effectiveness is increasing every year. This shows the continuous 
improvement of government. Based on the SWOT matrix, the recommended 
alternative strategy is Strategy Turn-around. Management of hotel tax is in 
quadrant III taxation means that although the hotel has a huge opportunity, but on 
the other hand faces several constraints or internal weaknesses. It required the 
Turn-around strategy that minimizes internal problems so that it can seize better 
opportunities (Weaknesses-Opportunities Strategy). 
 
 
 
Keywords: Local Revenue (PAD), Potential of Hotel Tax, Effectiveness of Hotel 
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I.  PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan 
pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang 
bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan 
kebijakan pada pengoptimalan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib 
membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka 
menjadi tanggungjawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya 
masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap 
daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan 
sumberdaya manusia yang baik pula. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004  dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, upaya 
pemerintah daerah  untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) melalui pajak 
hotel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 tentang 
Pajak hotel. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia  
(Sarawak) perlu dikembangkan sektor perhotelan mulai dari ditingkat kabupaten 
sampai ditingkat Kecamatan. Sedangkan kontribusi jenis pajak yang ada di 
Kabupaten Sambas ada beberapa jenis pajak berdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 
08 Tahun 2010 bahwa Pajak Daerah Kabupaten Sambas  
Perbandingan target dan realiasasi penerimaan pajak hotel  dapat diketahui 
hasil kontribusi pajak hotel terhadap realisasi terhadap PAD Kabupaten Sambas 
terlihat pada Tabel 1.3  
Tabel 1.3 
Kontrubusi Pajak Hotel  tahun 2010-2016 
 
Tahun 
Realisasi Pajak Hotel 
(Rp) 
Realisasi PAD 
(Rp) 
Kontribusi 
 Pajak Hotel 
( % ) 
2012 179.624.760 44.198.189.551 0,41 
2013 210.098.000 46.401.091.939 0,45 
2014 240.897.188 119.307.669.435 0,20 
2015 265.258.363 85.564.391.210 0,31 
2016 324.298.102 280.463.309.079 0,12 
 Rata-rata 0,30 
Sumber: data diolah 2018 
Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukan bahwa realisasi  pajak hotel  terhadap 
realisasi PAD masil kecil dan masih bisa ditingkatkan serta masih perlu dianalisis 
lebih lanjut tentang kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Hal ini tentu merupakan 
  
peluang dan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sambas khususnya Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas sebagai pengelola dalam meningkatkan 
penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi riil pajak hotel yang sebenarnya 
sehingga yang nantinya jelas akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. 
 
1.1.   Asas Pemungutan Pajak 
  Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 
mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain (Wikipedia): 
a. Adam Smith 
Menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations dengan ajaran 
yang terkenal ―The Four Maxims‖, asas pemungutan pajak adalah sebagai 
berikut: 
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): 
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 
kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak bertindak 
diskriminatif terhadap wajib pajak. 
2. Asas Certainty (asas kepentingan hukum): 
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang 
melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 
3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 
atau asas kesenangan): 
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang 
paling baik). 
4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): 
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 
terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
b. W.J. Langen 
1. Asas daya pikul 
 
Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 
penghasilan wajib pajak.Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi 
pajak yang dibebankan. 
2. Asas manfaat 
Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
3. Asas kesejahteraan 
Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
4. Asas kesamaan 
Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain 
harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya 
Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika 
dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para 
wajib pajak. 
c. R. Santoso Brotodiharjo 
  
1. Teori Asuransi 
Menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari 
segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta 
bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya 
dalam perjanjian asuransi berupa premi. Pembayaran pajak dianggap sebagai 
pembayaran premi kepada negara. 
2. Teori Kepentingan 
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari 
masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan 
jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka 
semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. 
 
1.2.  Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan 
menetapkan besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas:  
1. Official Assesment system  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 
sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru 
akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat 
Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan 
dominan ada pada aparatur perpajakan).  
2. Self Assesment System  
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan 
Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 
memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 
Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan 
pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan 
dominan ada pada Wajib Pajak).  
3. With Holding System  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, 
keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, 
menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 
tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 
banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.  
 
  
 
 
1.3.  Target Pendapatan Daerah  
Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di 
dalam penyusunannya, memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor 
sebagai berikut:  
1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu 
dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan 
tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.  
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang 
diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan 
tahun berlalu.  
3. Data potensi Objek Pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan 
penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.  
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan 
penyempurnaan sistem pemungutan.  
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku Wajib 
Pajak.  
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungut. 
 
 II   TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.  Landasan Teori. 
 
Definisi perpajakan jelas berbeda-beda berdasarkan  pandangan 
masing-masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan 
yang sama. Banyak para ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya 
tetntang definisi pajak.  
a. Soemitro, (1997:7) ―Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah 
yang wajib dilakukanberdasarkan Undang – Undang atau peraturan, 
sehingga pajak dapatdipaksakan tanpa balas jasa secara langsung. 
Tujuan pemungutan pajakadalah agar pemerintah dapat 
melaksanakan fungsi tugasnya menjalankanpemerintahan”. 
b. Suparmoko (1996 : 94) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan pajak adalah ―Pembayaran iuran oleh rakyat kepada 
pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang 
secara langsung dapat ditunjuk‖. 
c. Adriani dalam Santoso (2003:2) pajak adalah iuran kepada negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.  
d. Resmi (2003:2), ―Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan 
undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan 
bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 
  
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai publict investment”. 
  
2.1.  Pengertian pajak 
 Menurut beberapa ahli antara lain, Soemitro dalam Mardiasmo (2006), 
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Smeets dalam Waluyo (2008) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi 
kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang 
dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 
dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. Sedangkan menurut Sumitro (1990:5), ―Pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan 
dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan san yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 
melekat pada pengertian pajak adalah: 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 
yang sifatnya dapat dipaksakan. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontrprestasi 
individual oleh pemerintah. 
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran yang bila dari 
pemasukannya terdapat surplus, maka digunakan untuk public invesment. 
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur, 
Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan sumber hukum 
pengenaan pajak daerah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah 
adalah: ―Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah‖. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 
yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:  
1.  Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada pemerintah. 
2.  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.  
3.  Tanpa mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi dari daerah yang 
secara langsung dapat ditunjuk. 
4.   Pajak dipungut oleh pemerintah daerah. 
5. Pajak dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan  
pembangunan daerah. 
 
 
  
2.2.  Fungsi pajak 
Menurut fungsinya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang 
mempunyai 2 fungsi (Mardiasmo, 2011:1) yaitu : 
1. Fungsi anggaran (budgeter) sebagai sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran pengeluarannnya 
2. Fungsi Pengaturan (regulator) sebagai alat pengatur atau melasanakan 
pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. 
2.3.   Asas Pemungutan Pajak 
  Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 
mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain (Wikipedia): 
a. Adam Smith 
Menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations dengan ajaran 
yang terkenal ―The Four Maxims‖, asas pemungutan pajak adalah sebagai 
berikut: 
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): 
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 
kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak bertindak 
diskriminatif terhadap wajib pajak. 
2.    Asas Certainty (asas kepentingan hukum): 
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang 
melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 
3.   Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu 
atau asas kesenangan): 
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang 
paling baik). 
4.   Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): 
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 
terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
b. W.J. Langen 
 
1. Asas daya pikul 
Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 
penghasilan wajib pajak.Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi 
pajak yang dibebankan. 
      2. Asas manfaat 
Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
      3. Asas kesejahteraan 
Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
    4. Asas kesamaan 
Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain 
harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 
     5. Asas beban yang sekecil-kecilnya 
  
Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika 
dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para 
wajib pajak. 
     c.  R. Santoso Brotodiharjo 
1. Teori Asuransi 
Menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari 
segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta 
bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya 
dalam perjanjian asuransi berupa premi. Pembayaran pajak dianggap 
sebagai pembayaran premi kepada negara. 
2.Teori Kepentingan 
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari 
masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan 
jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka 
semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. 
2.4. Pajak Daerah  
Pajak Daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah  
(PAD). Pengertian Pajak Daerah Menurut UU. No. 34 tahun 2000 tentang 
pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalah langsung yang 
seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan daerah (pasal 1, ayat 6). 
Sedangkan menurut PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah, yang 
dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 
dan pembangunan daerah dan berdasarkan  Undang-undang Nomor 28 tahun 
2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan 
bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa 
jenis-jenis pajak daerah antara lain: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran;  
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame;  
e. Pajak Penerangan Jalan;  
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir;  
h. Pajak Air Tanah;  
i. Pajak Sarang Burung Walet;  
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan  
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  
  
Pengertian Pajak daerah juga sangat berbeda-beda menurut pandangan 
masing-masing seperti Bawazier (1998: 2), ―Pajak daerah adalah pungutan 
daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai 
rumah tangganya. Hasil pajak daerah adalah pungutan pajak asli daerah dan 
pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku‖. 
2.5.  Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 
besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas:  
1. Official Assesment system  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 
sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan 
mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat 
Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan 
dominan ada pada aparatur perpajakan).  
2. Self Assesment System  
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan 
Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 
memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 
Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 
banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib 
Pajak).  
3. With Holding System  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang 
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang 
perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan 
memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 
perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.  
 
 
 
 
 
 
 
  
III. METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Bentuk Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut 
Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 
hipotesia sehingga dalam langkah penelitiannya tidak merumuskan hipotesis. 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan prosentase yang 
didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak hotel, 
efektivitas, laju pertumbuhan pajak hotel, perhitungan kontribusi dan potensi 
pajak hotel di Kabupaten Sambas. Hal yang sama menurut Mudrajad (2003:9), 
penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data untuk diuji 
hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek 
penelitian. Penelitian Deskriptif berguna untuk dasar pengambilan keputusan 
maupun untuk mengenali distribusi maupun perilaku data yang kita miliki. 
Menurut Hadari, (1991) penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan 
masalah dengan memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 
Sedangkan menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif 
merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya 
tidak merumuskan hipotesis.  
 
3.4. Jenis Data dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, adalah 
data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan yang meliputi dua jenis data 
sebagai berikut: 
1. Data sekunder 
     Data sekunder adalah data yang peneliti dapat dan dikumpulkan seperti: 
a. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sambas 
b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas 
c. Dinas PORABUDPAR Kabupaten Sambas 
d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas 
e. Literatur- literatur, dan dokumen perpustakaan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis  UNTAN yang mendukung penelitian ini. 
2. Data Primer  
Data Primer adalah data yang didapat atau yang diperoleh secara langsung dari 
pihak pengelola hotel/ penginapan di Kabupaten Sambas, kemudian diamati 
dan dicatat. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data 
harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada kondisi-kondisi 
tertentu, klasifikasi hotel yang ada, dan jumlah kamar yang ada. 
  
3.5.  Populasi dan Sampel 
Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa 
orang, barang, binatang, hal atau peristiwa Rahmanto dalam Mardalis 
(2003:53). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan penginapan, 
losmen dan akomodasi lainnya  di wilayah Kabupaten Sambas pada tahun 
2015. Sedangkan penilaian hotel dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 
fasilitas tinggaljangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan 
kenyamanan. 
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel 
dan bukan untuk umum. 
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
5. Fasilitas makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas 
penyantapan. 
3.6. Alat Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode 
kuantitatif dan metode kualitatif. 
 
3.7.  Metode Kuantitatif 
Metode Kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka 
berdasarkan data yang terkumpul dengan menggunakan rumus potensi dan 
efektivitas pengelolaan pemungutan pajak hotel.  
 
3.8.     Metode Kualitatif 
Metode kualitatif yaitu analisis yang bersifat subyektif berdasarkan 
pandangan, pemikiran dan penalaran secara teoritis dengan menggunakan 
analisis SWOT. 
-     Teknik Analisis SWOT. 
Setelah melalui tahap-tahap analisis data, maka langkah berikutnya dalam 
memetakan isu atau faktor strategis yang ada digunakan alat analisis SWOT 
(Strenghts, Weeknesses, Opportunities, Treats Analysis), sehingga dapat 
diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor-faktor tersebut. Analisis 
SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan strategi 
pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Sambas.  Menurut Rangkuti (2005) 
analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimumkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 
ancaman (threats). 
  
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
pengembangan masalah, tujuan, strategi, dan kebijakan pengelolaan 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sambas. Dengan demikian 
perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Dalam 
kajian ini, peningkatan pengelolaan penerimaan pajak hotel dapat ditentukan 
oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus 
dipertimbangan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan 
antara faktor eksternal dengan faktor internal. 
Terkait dengan penelitian ini maka analisis SWOT merupakan salah satu 
alat yang digunakan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan 
pemerintah daerah dalam meningkatkan mekanisme pemungutan pajak 
daerah sehingga efektivitas serta efisiensi dapat memberikan hasil yang 
signifikan. 
3.9. Definisi  Operasional 
 
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dan definisi operasional yang 
digunakan adalah: 
1. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian 
dikalikan dengan tarif dasar pajak. 
2. Penerimaan pajak hotel adalah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. 
3. Tarif  kamar  adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, dihitung dari 
kamar dengan jumlah kamar yang terpakai. 
4. Jumlah Kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk dihuni. 
5. Tarif Pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah besarnya Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10%. 
6. Jumlah hari dalam setahun, dalam penelitian ini peneliti mengasumsikan 
jumlah hari dalam setahun berjumlah 360 hari. 
 
IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1.   Kondisi Perhotelan di Kabupaten Sambas 
 Kabupaten Sambas memiliki banyak tempat bersejarah sehingga 
dapat menarik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara yang ingin 
mengetahui sejarahnya. Dengan adanya hotel yang berfungsi sebagai suatu 
sarana untuk kebutuhan tamu tempat tinggal sementara menginap, 
beristirahat, makan dan minum bagi masyarakat, melangsungkan upacara, 
konferensi dan lain-lain dimana fasilitasnya pun sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan para tamu. 
  
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, jumlah 
hotel yang ada di Kabupaten Sambas berjumlah 22 hotel, sedangkan hotel 
terbagi dalam beberapa kelas yang penggolongannya berdasarkan fasilitas 
yang disediakan oleh pihak hotel. Untuk seluruh hotel dikabupaten sambas 
dapat dikatakan kelas melati 3 karena fasilistas semua hotel hampir memilik 
fasilitas yang sama atau tidak jauh berbeda, hanya yang  membedakan 
bangunan hotel .  
4.2. Potensi Pajak. 
Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kata ‖Potensi‖ berarti 
mempunyai satu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut, 
sedangkan Suparmoko (2001: 99) mendefinisikan potensi ekonomi daerah 
sebagai ‖Suatu kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan 
layak untuk dikembangkan sehingga bisa dikembangkan menjadi sumber 
penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian 
daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan 
berkesinambungan‖. 
Sedangkan Prakoso (2003: 14) mendefinisikan potensi daerah sebagai 
―Daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah , 
atau kemampuan yang pantas diterima  dalam keadaan 100 %‖. Jadi dengan 
demikian potensi dapat diartikan  kemampuan penduduk/ masyarakat suatu 
negara/ daerah untuk dapat membayar pajak dam kemampuan tersebut 
masih dapat diupayakan untuk dapat lebih berkembang atau lebih 
ditingkatkan lagi sampai keadaan maksimal (100%). 
4.3. Klasifikasi Hotel 
Letak hotel di Kabupaten Sambas tersebar di beberapa Kecamatan 
baik di pusat kota maupun dekat dengan pusat wisata seperti pantai. 
Menurut  Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten 
Sambas berdasarkan klasifikasi hotel terdapat beberapa jenis-jenis hotel 
yang dapat dijelaskan sebagi berikut: 
1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan 
atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap 
orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan 
fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah dipenuhi persyaratan 
sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat 
Jendral Parawisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan 
kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga 
kerja dan kesejahteraan karyawan,serta sarana rekreasi olah raga 
yang disediakan seperti lapangan enis, kolam renang, dan diskotek. 
Sedangkan ciri-ciri hotel berbintang adalan mempunyai restoran 
yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. 
2. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 
sebagaian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang 
dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas 
lainya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan 
sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat 
Jendral Parawisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel 
melati yang yang telah dikeluarkan oleh Dinas Parawisata 
  
Kabupaten/Kota yang dirinci menjadi hotel melati 1, melati 2, 
melati 3. 
3. Pondok Wisata adalah jasa usaha pelayanan penginapan bagi umum 
yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari 
tempat tinggal (pembayaran secara harian). 
Berdasarkan SK Menparpostel RI No. PM/PW 301/PHB-77 hotel 
diklasifikasikan seperti hotel berbintang 1 (satu), hotel berbintang 2 (dua), 
hotel berbintang 3 (tiga), hotel berbintang 4 (empat), hotel berbintang 5 
(lima), dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Berbintang satu apabila sekurang-kurangnya memiliki 15 kamar, 
satu kamar suite room, memiliki restaurant dan bar. 
b. Dikatakan hotel berbintang dua apabila sekurang-kurangnya 
memiliki 20 kamar, dua suite room, memiliki restaurant dan bar. 
c. Dikatakan hotel berbintang tiga apabila sekurang-kurangnya 
memiliki 30 kamar, tiga suite room, memiliki restaurant dan bar. 
d. Dikatakan hotel berbintang empat apabila sekurang-kurangnya 
memiliki 50 kamar, empat suite room, memiliki restauran dan bar. 
e. Dikatakan hotel berbintang lima apabila sekurang-kurangnya 
memiliki 100 kamar, lima suite room, memiliki restaurant dan bar. 
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Parawisata 
No.KM.3/HK.001/MKP.02 tentang penggolongan kelas hotel di Indonesia 
menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu golongan kelas 
hotel berbintang dan golongan melati dimana hotel kelas melati sebgai 
berikut: 
a. Dikatakan Hotel Melati I harus memiliki jumlah kamar minimal  5 
buah. 
b. Dikatakan Hotel Melati II  harus memiliki jumlah kamar minimal 10 
 buah. 
c. Dikatakan Hotel Melati III harus memiliki jumlah kamar minimal 
15 buah 
Di Kabupaten Sambas jumlah potensi pajak hotel yang ada pada tahun 
2015 berjumlah 24 dimana semua hotel dapat diklasifikasikan sebagai kelas 
melati karena tidak memenuhi kriteria kamar, memiliki restauran, bar dan 
fasilitas lainnya yang dimiliki oleh hotel berbintang. Sedangkan fasilitas 
hotel, kamar hotel, dan tingkat hunian dari tahun ketahun selalu mengalami 
kenaikan. 
Jumlah dan Klasifikasi Hotel di Kabupaten Sambas 
Tahun 2012-2016 
 
No Klasifikasi Hotel 
Jumlah hotel 
2012 2013 2014 2015 2016 
1 Melati 1 2 2 2 2 2 
2 Melati 2 18 18 18 18 18 
3 Melati 3 4 5 5 5 5 
Jumlah 24 25 25 25 25 
   Sumber: Data sekunder diolah, berbagai tahun. 
  
 
 
4.4. Potensi Pajak Hotel dan potensi loss Pajak Hotel Di Kabupaten Sambas 
Tahun 2012-2016. 
Untuk menghitung besarnya potensi pajak yang ada di Kabupaten 
Sambas dapat dihitung setiap tahun dengan berdasarkan data-data yang ada 
seperti  jenis hotel, tarif kamar, dan tingkat hunian. Potensi pajak hotel dapat 
dihitung dengan rumus (Mahmudi, 2010 ) sebagai  berikut: 
Potensi Pajak Hotel (PPH) = ( JK x TK x JH x TH ) x 10% 
Keterangan: 
PPH = Potensi Pajak Hotel. 
JK = Jumlah Kamar. 
TK = Tarif rata-rata Kamar. 
JH = Jumlah Hari. 
TH = Tingkat hunian. 
10% = Tarif pajak hotel. 
Dengan adanya data yang diperoleh mengenai potensi pajak hotel di 
Kabupaten Sambas dari tahun 2012-2016, sehingga analisa perhitungan 
potensi mutlak diperlukan dalam analisis dengan rumus potensi pajak hotel, 
maka dapat diketahui dan dihitung seberapa besarnya potensi pajak hotel di 
Kabupaten Sambas. 
Rekapitulasi tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten 
Sambas Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.12  pada halaman 77. 
 
Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sambas 
Tahun 2012-2016 
 
Tahun 
Target Pajak 
Hotel 
(Rp) 
Realisasi 
Pajak Hotel 
(Rp) 
Potensi Pajak 
Hotel 
(Rp) 
Efektivitas 
(%) 
Kriteria 
2012 158.000.000 179.624.760 232.615.800 77,22 Kurang Efektif 
2013 200.000.000 210.098.000 334.710.101 62,77 Kurang Efektif 
2014 220.000.000 240.897.188 342.565.922 70,32 Kurang Efektif 
2015 250.000.000 265.258.363 429.623.671 61,74 Kurang Efektif 
2016 280.000.000 324.298.102 440.752.939 73,58 Kurang Efektif 
 Rata – Rata  % Tingkat Efektivitas 69,13 Kurang Efektif 
Sumber : Data Primer yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 penghitungan tingkat efektivitas dengan 
menggunakan metode perhitungan berdasarkan potensi yang dilakukan untuk 
periode  tahun 2012-2016 diperoleh hasil tingkat rata-tata efektivitas pajak 
hotel sebesar 69,13 % dimana efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sambas 
termasuk dalam kategori kurang efektif sesuai dengan standarisasi yang 
ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri,  artinya  kemampuan Pemerintah 
Kabupaten Sambas dalam melakukan pemungutan pajak hotel dengan 
memanfaatkan potensi pajak yang ada ― kurang efektif ― hasil penilaian 
  
kinerja yang kurang maksimal  dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sambas 
selama  ini  menggunakan perbandingan target dan realisasi saja.  
 
4.5. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal Penerimaan Pajak Hotel di 
Kabupaten Sambas  
Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis SWOT adalah 
memahami seluruh informasi dalam suatu kasus, menganalisis situasi untuk 
mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang 
harus segera dilakukan utuk memecahkan masalah (Rangkuti, 
2015:23). Analisis SWOT dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Kekuatan (strengths)  adalah kekuatan-kekuatan atau keunggulan pajak 
hotel sebagai salah satu penerimaan daerah yang cukup berarti. 
2. Kelemahan (weaknesses)  adalah kelemahan-kelemahan yang muncul 
dalam pemungutan pajak hotel. 
3. Peluang (opportunities)  adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan 
dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pajak hotel. 
4. Ancaman (threats) adalah ancaman-ancaman yang menghambat dan 
mempersulit pemungutan pajak hotel. 
Dari empat variabel dasar tersebut terbagi menjadi beberapa faktor. 
Faktor-faktor tersebut kemudian dimasukan ke dalam variabel dasar sesuai 
dengan posisi dari faktor ini terbentuk karena merupakan gambaran usaha yang 
sesungguhnya terjadi. Faktor-faktor dari variabel dasar tersebut diambil 
berdasarkan teori yang berhubungan dengan subyek yang diteliti serta 
berdasarkan observasi di lapangan. 
Matriks Faktor-faktor Internal Dalam Pemungutan Pajak Hotel 
Di Kabupaten Sambas 
Faktor Internal Skor Bobot 
Skor 
 Terbobot 
KEKUATAN (STRENGTHS) 
1. Adanya dukungan produk peraturan atau 
produk hukum  
0,09 4 0,36 
2. Tersedianya petugas pemungut pajak hotel 
oleh UPT Kecamatan 
0,08 3 0,24 
3. Adanya insentif dan honorarium bagi 
petugas pemungut pajak hotel 
0,08 3 0,24 
4. Adanya SOP sebagai pedoman pemungutan 
pajak hotel 
0,09 3 0,27 
5. Adanya penetapan target pendapatan pajak 
hotel setiap tahun 
0.07 3 0,21 
6. Adanya sanksi yang jelas terhadap objek 
pajak hotel yang menunggak 
0,08 4 0,24 
7. Tersedianya sarana dan prasarana 
pendukung dalam pemungutan pajak hotel 
0,08 3 0,24 
8. Adanya data objek pajak hotel 0,07 3 0,21 
Total Kekuatan  0,64 26       2,01 
  
KELEMAHAN (WEAKNESSES) 
1. Kurangnya pengawasan terhadap objek pajak 
 
1 
 
4 
 
4 
2. Kuantitas dan Kualitas SDM masih rendah 0,08 3 0,24 
3. Kurangnya sosialisasi kepada objek pajak hotel 0,07 3 0,21 
4. Masih lemahnya penerapan hukum dan sanksi 
terhadap yang melanggar 
 
0,07 
 
2 
 
0,14 
 Total Kelemahan 1,22 12       4,59 
Total (Kekuatan+Kelemahan) 1,86 38       6,96 
Selisih (Kekuatan-Kelemahan) -0,58 14      -2,58 
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2018 
 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pihak manajemen hotel 
oleh petugas pemungut pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, 
diidentifikasi 10 faktor eksternal yang terdiri dari 6 faktor peluang dan 4 faktor 
ancaman yang mempengaruhi pengelolaan pajak hotel pada 25 hotel yang ada di 
Kabupaten Sambas.  Delapan faktor eksternal tersebut kemudian dihitung nilai skor 
dan bobotnya sehingga diperoleh hasil seperti pada Tabel di bawah ini: 
 
Matriks Faktor-faktor Eksternal Dalam Pengelolaan Pajak Hotel  
Di Kabupaten Sambas 
 
Faktor Eksternal Skor Bobot 
Skor  
Terbobot 
PELUANG (OPPORTUNITIES) 
1. Adanya kesadaran membayar pajak dari pihak hotel. 0,06 4 0,24 
2. Adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan 
pajak hotel. 
0,08 3 0,24 
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,09 3 0,27 
4. Memperbanyak pelaksanaan event pariwisata 0,08 3 0,24 
5. Investasi di bidang perhotelan akan meningkat. 0.07 4 0,28 
6. Peningkatan pelatihan untuk SDM dari pihak hotel 0,08 3 0,28 
Total Peluang   0,46 20 1,55 
ANCAMAN (THREATS) 
1.Keamanan daerah. 0,07 3 0,21 
2.Fasilitas hotel  kurang memadai. 0,07 4 0,28 
3.Mutasi  pegawai  0,08 3 0,24 
4.Infrastruk jalan 0,09 4 0,36 
 Total Ancaman 0,31 14 1,09 
Total (Peluang+Ancaman) 0,77 34 2,64 
Selisih (Peluang-Ancaman) 0,31     -14 0,46 
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2018 
  
 
4.6.  Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sambas 
Strategi merupakan sebuah proses yang meliputi, alat untuk 
mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan tujuan 
jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. 
Strategi pada hakikatnya perencanaan dan   manajemen   untuk mencapai 
suatu tujuan. strategi tidak hanya berfungsi  sebagai  peta  jalan  yang  hanya 
menunjukkan  arah  saja  tetapi  harus menunjukkan bagaimana taktik  
Gambar 4.2.  Posisi kekuatan Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten 
Sambas 
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Dari hasil perhitungan dan posisi strategi kekuatan Pemungutan Pajak 
Hotel di Kabupaten Sambas diatas, Pengelolaan pajak hotel berada di kuadran 
III artinya meskipun pemungutan pajak hotel memiliki peluang yang sangat 
besar, tetapi dilain pihak akan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan 
internal. Fokus strategi yang harus dilakukan adalah meminimalkan masalah-
masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Kelemahan 
internal adalah sebagai berikut 
1. Kurangnya pengawasan terhadap objek pajak. 
2. Kuantitas dan kualitas SDM masih rendah  
3. Kurangnya sosialisasi kepada objek pajak hotel 
4. Masih lemahnya penerapan hukum dan sanksi terhadap yang melanggar  
 Peluang  
( O ) = 1,55 
Kekuatan 
 ( S ) = 2.01 
Kelemahan 
    ( W ) = 4,59 
 Ancaman  
( T ) = 1,09 
-2,58 
0,46 
  
Namun dalam pelaksanaannya dapat saja pemerintah daerah melalui 
Dinas pendapatan daerah Kabupaten Sambas melaksanakan satu strategi yang 
dianggap perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah 
dari sektor pajak hotel.  
 
V. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 tentang Pajak 
hotel dimana pajak hotel dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai 
kebutuhan rumah tangga daerah. 
Berdasarkan golongan, pajak hotel digolongkan sebagai pajak langsung karena 
pajak ini menjadi tanggungan pribadi oleh wajib pajak hotel yang tidak 
dibebankan ke orang lain atau pihak lain. 
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh    bahwa  terdapat  selisih  antara potensi 
pajak hotel yang ada, dengan realisasi penerimaan pajak hotel dimana pada 
saat perencanaan penetapan target pajak hotel oleh Pemerintah Daerah dalam 
hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, menunjukkan bahwa 
Pemerintah Daerah tidak terlebih dahulu memperhitungkan potensi yang ada. 
Sedangkan pada saat penetapan target penerimaan pajak hotel yang hanya 
didasarkan pada anggaran  tahun-tahun  sebelumnya  sedangkan  penetapan  
standar  perhitungan pajak hotel yang harus dibayar oleh pihak hotel yang 
tidak jelas sehingga menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses 
perhitungan pajak hotel yang  seharusnya dibayarkan Wajib Pajak hotel 
tersebut. 
Dengan diketahuinya jumlah potensi pajak hotel serta berdasarkan dari 
analisis perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Sambas selama kurun 
waktu tahun 2012-2016, serta selisih yang cukup besar, dalam hal ini  
pemerintah kabupaten sambas sudah kehilangan potensi penerimaan Pajak 
hotel pada tahun 2012 sebesar 29,50 %, tahun 2013 sebesar 59,31 %, tahun 
2014 sebesar 42,20 %, tahun 2016 sebesar 61,96 %, dan pada tahun 2016 
sebesar 35,91 %. 
2. Pencapaian efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sambas dari tahun 
2012 sampai dengan 2016 dengan rata – rata  tingkat efektivitas sebesar 69,13% 
masuk dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2012 ditemukan bahwa 
tingkat efektivitas realisasi pajak hotel atas pajak yang  bisa diterima di 
Kabupaten Sambas adalah sebesar 73,22 %. ,dengan demikian berarti masih ada 
26,78 % potensi yang belum digali. Tahun 2013 ditemukan bahwa tingkat 
efektivitas realisasi pajak hotel atas pajak yang bisa diterima di Kabupaten 
Sambas adalah sebesar 62,77 %, dengan demikian berarti masih ada 37,23 % 
potensi yang belum digali. Tahun 2014 ditemukan bahwa tingkat efektivitas 
realisasi pajak hotel atas pajak yang bisa diterima di Kabupaten Sambas adalah 
sebesar 70,32 %, dengan demikian berarti masih ada 29,68 % potensi yang 
  
belum digali. Selanjutnya untuk tahun 2015 ditemukan bahwa tingkat 
efektivitas realisasi pajak hotel atas pajak yang bisa diterima di Kabupaten 
Sambas adalah sebesar 61,74 %, dengan demikian berarti masih ada 38,26 % 
potensi yang belum digali. Namun pada tahun 2016 tingkat pencapaian 
efektivitas pemungutan pajak hotel juga menjadi kurang efektif, dimana dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas realisasi pajak hotel atas 
pajak yang bisa diterima di Kabupaten Sambas adalah sebesar 73,58 %. Dengan 
demikian berarti masih ada  26,42 % potensi yang belum digali secara optimal. 
3. Berdasarkan matriks SWOT, alternatif strategi yang dianjurkan adalah Strategi 
Turn-around. Pengelolaan pajak hotel berada di kuadran III artinya meskipun 
pemungutan pajak hotel memiliki peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak 
menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Untuk itu diperlukan 
Strategi Turn-around yaitu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga 
dapat merebut peluang yang lebih baik (Weaknesses-Opportunities Strategy). 
Fokus strategi yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kelemahan 
internal (weaknesses) untuk memperoleh peluang (opportunities) yang ada 
sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.  
Kelemahan internal yang harus diperbaiki adalah kurangnya 
pengawasan terhadap objek pajak, kuantitas dan kualitas SDM petugas 
pemungut pajak yang masih rendah, kurangnya kegiatan sosialisasi kepada 
objek pajak hotel, dan masih lemahnya penerapan hukum dan sanksi terhadap 
yang melanggar. 
 Sedangkan peluang yang harus dimanfaatkan adalah adanya kesadaran 
membayar pajak dari pihak hotel, adanya peluang untuk meningkatkan 
penerimaan pajak hotel, memperbanyak pelaksanaan event-event, investasi di 
bidang perhotelan akan meningkat. 
5.2.   Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirangkum, sebagai masukan bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam upaya peningkatan penerimaan 
pajak hotel, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1.  Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   potensi   Pajak   Hotel   yang   ada 
berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel yang 
terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 
dalam penetapan   pajaknya   memperhatikan   aspek-aspek   yang   
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat 
hunian kamar hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki 
hotel. 
2. Dalam  penentuan target  penerimaan Pajak  Hotel hendaknya  tidak  
hanya berdasar pada target anggaran tahun-tahun sebelumnya saja, tetapi 
juga memperhitungkan potensi Pajak Hotel yang ada serta keadaan yang 
terjadi di lapangan. 
3. Dengan potensi yang dimiliki terutaman oleh Kabupatn Sambas sebagai 
pusat pemerintahan di Kabupaten Sambas, diharapkan Pemerintah Daerah 
sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi 
peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek 
Pajak Hotel seperti melakukan tindakan dan program dalam rangka 
  
peningkatan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak – pajak daerah 
yang ada untk di tingkatkan.  
4. Pemerintah Kabupaten Sambas haruslah melakukan upaya - upaya yang 
dapat meningkat PAD baik dari sektor pajak maupun Retribusi Daerah 
karena Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan negara Malaysia ( 
Serawak ) seperti melakukan : 
- Reformasi Birokrasi, mempermudah proses perizinan perhotelan guna 
menarik investor – investor dari dalam dan luar negeri, 
- Mempromosikan  kabupaten Sambas melalui teknologi dan media cetak, 
kuliner, kerajinan kain tenun dan produk – produk yang berkaitan  
kabudayaan Kabupaten Sambas,  Serta sarana dan prasarana hotel dengan 
pasilitas yang ditawarkan untuk selalu menarik para pengunjung. 
- Melakukan perbaikan atau penambahan tempat wisata Kabupaten Sambas 
sehingga menjadi Daerah Tujuan Wisata ( DTW ). 
- Melaksanakan event – event kegiatan 
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